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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini telah mengakibatkan terjadinya perkembangan 

dalam dunia usaha yang erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. 

Contohnya jika dahulu seseorang yang ingin membeli sebuah produk barang  

dan/atau jasa hanya melihat dari jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan. 

Namun, saat ini jika seseorang ingin membeli sebuah produk barang dan/atau jasa, 

mereka tidak hanya melihat dari jenis barang dan/atau jasa tersebut. Melainkan juga 

melihat dari merek yang menjadi ciri khas dari produk barang dan/atau jasa yang 

diproduksi, dimana hal tersebut juga merupakan salah satu faktor pembeda antara 

suatu produk perusahaan yang satu dengan yang lainnya. 

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan 

intelektual atau Intellectual Property Right merupakan hak yang berasal dari hasil 

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 

khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna 

dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk 

nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra.1 

                                                             
1 Primadiana Yunita, HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN,  (Malang: Cempluk Aksara, 2019), hlm. 
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Berdasarkan Convention Establishing The World Intellectual Property 

Organization (WIPO) hak kekayaan intelektual dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta sendiri dibagi lagi menjadi dua, 

yaitu hak cipta dan hak terkait. Sementara itu, hak kekayaan industri terdiri atas 

merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan 

perlindungan varietas tanaman. 

Penggunaan merek sendiri sudah dimulai sejak berabad-abad sebelum 

masehi. Sejak zaman kuno, misalnya periode Minoan, orang sudah memberikan 

tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Pada era yang sama 

bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah 

Raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari Statute of Parma, dimana 

saat itu merek berfungsi sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau 

barang dari produk tembaga lainnya..2 

Indonesia sendiri telah mengatur mengenai merek sejak tahun 1961, yaitu 

pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya 

pada tahun 1997, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Pada tahun 

2001, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Saat ini, peraturan 

perundang-undangan yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi merek diatur dalam Pasal 1 

                                                             
2  Rahmj Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif,  (Surabaya: Airlangga 
University Press, 2007), hlm. 159 
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Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) 

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi 

oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan peerdagangan barang dan/atau 

jasa.” 3 . Dengan kata lain, merek tidak hanya berupa susunan huruf yang 

membentuk sebuah kata atau nama, melainkan juga dapat berupa susunan warna, 

angka, dan sebagainya sepanjang dapat membedakan asal usul barang atau jasa 

yang diproduksi atau diperdagangkan. 

Selain itu, menurut Kertajaya, merek adalah asset yang menciptakan nilai 

bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas.4 Dari 

pengertian ini, dapat dilihat betapa pentingnya merek dalam suatu produk barang 

atau jasa, dimana merek tidak hanya sebagai faktor atau unsur pembeda antara satu 

produk dengan produk lainnya, tetapi juga menjadi aset yang menciptakan nilai 

bagi konsumen dan pelanggan. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam 

kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang 

atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (individual) serta reputasi 

suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.5 

                                                             
3 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
4 Hermawan Kertajaya, Brand Operation, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2010), hlm. 62 
5 Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di 
Indonesia Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 170 
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Saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai berlakunya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

belum mengatur secara konkrit definisi dari merek terkenal. Peraturan perundang-

undangan yang ada hanya memberikan kriteria dari merek terkenal. Kriteria 

tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016, yaitu:  

1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan 

2. Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran 

3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara 

4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia dan 

5. Jika kriteria diatas dianggap belum cukup maka, Pengadilan Niaga 

dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan 

survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya 

merek tersebut.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, terdapat 3 (tiga) jenis merek, yaitu:  

1. Merek Dagang 

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya6. 

                                                             
6 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
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2. Merek Jasa 

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 

untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya7. 

3. Merek Kolektif 

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa 

dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu 

barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya8. 

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. 9 Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap merek 

diberikan setelah dilakukannya pendaftaran merek oleh pelaku usaha (first to file), 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan perundang-undangan 

tersebut pada dasarnya mengemukakan jika hak atas merek diberikan kepada 

pemilik merek yang mendaftarkan untuk pertama kalinya (first to file).  Sehingga 

                                                             
7 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
8 Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  
9 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran 
Negara Nomor 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953, Penjelasan Umum 
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dapat disimpulkan jika pendaftaran suatu merek bukan hanya bertujuan sebagai 

formalitas ataupun fungsi administrasi saja, melainkan juga pendaftaran suatu 

merek merupakan hal yang penting agar “pemilik merek” dapat melindungi merek 

barang dan/atau jasanya dari tindakan pihak-pihak lain yang ingin meniru atau pun 

menyamai merek tersebut 

Ketentuan mengenai perlindungan hukum akan merek terdaftar maupun 

terkenal tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saja. 

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Melainkan juga diatur dalam perjanjian internasional, yaitu di dalam 

Paris Convention serta TRIPs Agremeent. Namun pada kenyataannya, sering kali 

masih terjadi permasalahan seputar persamaan pada pokoknya atau pada 

keseluruhan antara merek terkenal dengan merek lokal.  

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap merek terkenal dipandang 

perlu karena terdapat pihak-pihak yang ingin memanfaatkan “merek” orang lain 

dengan tidak beritikad baik untuk mendapatkan keuntungan dengan cara meniru. 

Hal ini dapat terlihat dari maraknya para pelaku usaha yang meniru atau pun 

menyamai merek-merek yang lebih dahulu diketahui oleh publik atau dengan kata 

lain merek yang sudah terkenal, misalnya saja merek LEXUS, PIERE CARDIN, 

HUGO BOSS dan lain-lain.  Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat dilihat jika 

permasalahan terhadap merek terkenal pada umumnya terjadi karena terdapat pihak 

lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang 
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mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal 

untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. 

Kasus Putusan Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 merupakan salah satu 

perkara pembatalan hak atas merek. Kasus ini bermula saat Penggugat The 

Chillington Tool Company Limited yang merupakan produsen perkakas asal 

Inggris menggugat Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat pada bulan Februari 2017. Penggugat menggugat Tergugat yaitu seorang 

pengusaha asal Semarang bernama Hertiny Soedjianto dikarenakan menjiplak 

merek CROCODILE milik Penggugat. Menurut Penggugat nama merek tersebut 

memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan nama merek milik Penggugat 

untuk barang tidak sejenis.  

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan 

Nomor 05/Pdt.Sus/MEREK/2017/PN Niaga Jkt Pst. tanggal 21 Juni 2017, 

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian terhadap putusan 

tersebut diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung menolak gugatan 

tersebut dengan Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018. 

Hal ini dikarenakan Majelis menyatakan bahwa berdasarkan aturan yang ada, 

jangka waktu perlindungan merek adalah dari 12 Maret 2004 sampai 12 Maret 2014 

dan tidak diperpanjang. Sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing 

untuk mengajukan gugatan a quo.  
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Namun, Penggugat pada tanggal 28 November 2018 mengajukan 

permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap permohonan peninjauan kembali 

tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Isi 

putusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak khusus di 

Indonesia dari Merek Dagang Crocodile dan Gambar Buaya + Chillington. 

Sehingga mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di 

Indonesia. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa kata-kata “Crocodile dan 

Gambar Buaya” merupakan bagian esensial dari merek dagang Penggugat. 

Selain itu, putusan peninjauan kembali tersebut juga menyatakan bahwa 

merek-merek Tergugat mengandung sebagai bagian esensial kata “Crocodile dan 

Gambar Buaya”, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata 

“Crocodile dan Gambar Buaya”, yang merupakan bagian essential dari merek 

dagang Penggugat. Sehingga menyatakan batal pendaftaran merek Tergugat. 

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan  di atas, penulis melihat jika 

terdapat perbedaan penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan-putusan 

tersebut. Putusan judex facti menyatakan jika gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima dan dikuatkan oleh putusan judex juris. Sedangkan putusan peninjauan 

kembali mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuat penelitian guna penyusunan 

skripsi yang diberi judul : 
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TINJAUAN YURIDIS PERKARA PEMBATALAN MEREK 

TERKENAL CROCODILE (PUTUSAN 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019) 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan tentang merek terkenal di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016? 

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan 

merek CROCODILE menurut putusan nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang merek terkenal di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara 

pembatalan merek CROCODILE menurut putusan nomor 74 PK/Pdt.Sus-

HKI/2019. 

1.4  Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

atau bahan pustaka secara lebih mendalam lagi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya yang terkait dengan 

pelanggaran hak atas merek di Indonesia. 
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B. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan tambahan 

informasi dan masukan bagi pejabat pembuat kebijakan, para praktisi hukum 

lainnya, para peneliti, dan masyarakat, dalam hal ini para pelaku usaha yang 

menggunakan merek tertentu dalam memproduksi maupun memperjual belikan 

produk barang dan/atau jasa.  

1.5  Sistematika Penelitian 

Penulis akan menjelakan secara ringkas bab demi bab secara berurutan. 

Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut: 

1. BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab I ini berisi mengenai pendahuluan, dimana dalam bab ini 

memaparkan mengenai garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian 

yang mendorong penulis melakukan penelitian, meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat 

teoritis dan manfaat praktis)  dan sistematika penulisan  dari penelitian 

tentang pelanggaran hak atas merek di Indonesia.  

2. Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini memaparkan lebih jauh mengenai teori-teori dan konsep-

konsep mengenai hak kekakayaan intelektual, hak merek, serta 

peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam hal pelanggaran 

hak atas merek di Indonesia. Bab ini meliputi: Landasan Teori dan 

Landasan Konseptual. 
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3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab III ini menguraikan Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Jenis 

Data, Teknik Analisis Data dan Pendekatan Penelitian. 

4. BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab IV ini menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang 

Bagaimana pengaturan tentang merek terkenal di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta bagaimana pertimbangan 

majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan merek 

CROCODILE menurut putusan nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019. 

5. BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab IV ini berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan mengenai 

rumusan masalah dan saran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


